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ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Afifa Aurora Saharani
Program Studi Akuntansi

Email : afifa.auroral800@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tatacara pencatatan
perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan peraturan yang
berlaku, dan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada SPT Masa
PPh 23. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian
yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada. Teknik
pengumpulan data yang digunakan vyaitu Interview atau wawancara, dan Study
dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data
kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Prosedur pencatatan, perhitungan dan
pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang
berlangsung tiap bulannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan UU No 36
Tahun 2008. Hanya saja penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan pada
tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Pembetulan SPT PPh Pasal 23
pada PT Bank Sumut Kantor Pusat belum sesuai dikarenakan adanya kurang setor

dan keterlambatan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23, Pembetulan SPT Masa

PPh Pasal 23
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ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME TAX ACCOUNTING (PPH) ARTICLE
23 AT PT. BANK SUMUT HEAD OFFICE

Afifa Aurora Saharani
Department of Accounting

Email : afifa.auroral800@gmail.com

This study aims to analyze the procedures for recording the calculation
and reporting of income tax article 23 with applicable regulations, and to find out
the errors that occur in the income tax return period 23. This type of research is
qualitative descriptive research, which is research that describes the state of the
company based on existing facts. The data collection techniques used are
interviews or interviews, and documentation studies. Data analysis techniques in
this study are qualitative data analysis techniques. The result of this study is the
procedure for recording, calculating and reporting Article 23 income tax at PT
Bank Sumut Medan Head Office which takes place every month in accordance
with tax regulations Law No. 36 of 2008. It's just that the deposit of Article 23
income tax should be made on the 10th of the following month after the tax
period. The correction of Article 23 income tax return at PT Bank Sumut Head
Office is not appropriate due to lack of deposit and late reporting after the 20th

after the tax period ends.

Keywords: PPh Article 23, Reporting Income Tax Article 23, Correction of

Income Tax Period Tax Return Article 23
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sebagai sumber pendapatan negara,
pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. luran pajak yang
diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan
diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara.

Menurut (Putri & Najicha, 2021), pajak adalah satu sumber pendapatan
Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa. Salah
satu indikator kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan
peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam
APBN ataupun PBD. untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab
bernegara bagi para wajib pajak, maka peraturan perundang-undangan perpajakan
senantiasa dikaji serta disesuaikan dengan pertumbuhan sosial ekonomi.

Dan dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,

dan pemungutan pajak yang efektif dan efisien.



Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran yang menempatkan pajak
sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-
tingginya dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda
pembanguan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber
penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi
terbesar dalam penerimaaan negara.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Dasar Hukum Pajak yang
tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa
“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.” Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan
kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal. Salah satu jenis
pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian
tahun pajak.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah Pajak
Penghasilan Pasal 23. Menurut Direktorat Jendral Pajak, pajak Penghasilan Pasal
23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa,
atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya
penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana
pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan
PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan

memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.



Jika sebuah perusahaan telah melakukan akuntansi perpajakan yang sudah sesuai
dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, hal tersebut dapat menjelaskan
bahwa Wajib Pajak orang pribadi maupun badan telah taat dengan aturan
perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut (Alpi, 2023)
Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki
kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan
ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya
berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Akuntansi dari perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari
sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari
perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar
nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik
pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Ketentuan dalam pasal 23 UU No 36
Tahun 2008 mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal
dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah
dipungut pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23 dengan tarif 2%
dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa
teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PKM.03/2015. Sedangkan
yang tidak mempunyai NPWP di kenakan 4%, yang ini dibayar terutang oleh
Badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan tersebut.



Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan
Pencatatan Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang
dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para
wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam
proses perpajakan.

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait dengan kewajiban untuk
membuat bukti pemotongan atau pemungutan Unifikasi beserta laporannya dalam
SPT Masa PPh Unifikasi. Aturan tersebut dimuat dalam peraturan Direktur
Jendral Pajak dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-24/PJ/2021
tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi serta Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong/Pemungutan
Unifikasi seta bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian surat
pemberitahuan masa pajak penghasilan Unifikasi (PER-24/2021).

Ketentuan mengenai pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilapor
dimuat dalam pasal 2 ayat (6) PER-24/2021 yang menyebutkan: “Pembetulan SPT
Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan
bukti permulaan secara terbuka terahadap SPT Masa Unifikasi yang
bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan diatas, wajib pajak dapat melakukan Pembetulan
SPT Masa PPh Unifikasi sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan
bukti permulaan secara terbuka. Adapun pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

dilakukan dengan memberi tanda dalam SPT Masa PPh Unifikasi.



Pembetulan SPT Unifikasi dapat mengakibatkan adanya jumlah pajak kurang
atau lebih bayar/setor, jika terdapat lebih bayar maka wajib pajak dapat
mengajukan permohonan retistusi atau melakukan pemindahbukuan, dan jika
jumlah pajak ada yang kurang setor, wajib pajak akan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PER-
23/2021 sebagai berikut: “Jumlah pajak yang kurang setor akibat pembetulan SPT
Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disetorkan
setelah tanggal jatuh tempo penyetoran setelah tanggal jatuh tempo penyetoran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2a) UU KUP.”

Adapun Pasal 8 ayat (2a) UU KUP s.t.d.t.d UU No 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: “(2a) Dalam hal
wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa
bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas
jumlah pajak yang kurang bayar/setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran,
dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
bulan.

Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan
perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perbankan
dan keuangan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan
pendapatan negara meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak yaitu

kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal



proses pemotongan, penyetoran dan melaporkan aktivitas perpajakan PPh Pasal
23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal
23.

Pada pelaksanaan proses pemungutan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut
Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih
terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dari jumlah perbulan SPT Masa PPh 23 penyetoran pada
wajib pajak penghasilan jasa yang ternyata kurang bayar/setor dan dilakukan
pembetulan pada SPT PPh 23.

Dalam hal ini PT. Bank Sumut Kantor Pusat telah memotong PPh Pasal 23
dari kegiatan sewa kendaraan, jasa service, jasa sewa tanaman, jasa pemeliharaan,
jasa iklan, jasa konsultan, jasa pemeliharaan jaringan, jasa atas pemberiaan diklat
atau seminar, jasa cleaning service, jasa tenaga outsourching, biaya managed
service layanan koneksi wifi kantor pusat, biaya instlasi jaringan komunikasi,
biaya pemasangan, pengendalian hama tikus dan serangga, pemakaian jaringan
komunikasi, biaya perbaikan atau service mesin hitung uang kertas, management
fee pembayaran gaji TKAD, broker fee, maintenance AC, sewa aplikasi, biaya

pengangkutan, dan cetakan baliho Bank Sumut.



SPT Masa PPh 23 Tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Tabel 1.1

Jumlah Penghasilan Jumlah PPh yang Pembetulan
No Masa Pajak Bruto dipotong Kurang Setor SPT Masa
1 | Februari 2021 1.115.710.000 27.969.200
72.752.069
4.723.313.519 100.721.269 Pembetulan 1
4.799.904.419 102.253.087 1.531.818 Pembetulan 2
2 | Desember 2021 18.258.877.550 365.177.551
18.258.877.550 365.177.551 - Pembetulan 1
3 | Januari 2022 SPT Masa Unifikasi 128.683.635
SPT Masa Unifikasi 128.683.635 - Pembetulan 1
4 | Juni 2022 SPT Masa Unifikasi 253.340.123
SPT Masa Unifikasi 253.340.123 - Pembetulan 1
SPT Masa Unifikasi 253.340.123 - Pembetulan 2
5 | Agustus 2022 SPT Masa Unifikasi 313.398.372
SPT Masa Unifikasi 313.418.028 19.656 Pembetulan 1

Sumber : Data Diolah

Menurut PER-24/PJ/2021 pada pasal 3 ayat 3 KUP, batas waktu penyampaian
SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib
pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang KUP. Dan adapun UU No 7 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 2a tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: Dalam hal wajib
pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah
pajak yang kurang bayar/setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan
dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa adanya pembetulan pada SPT Masa PPh 23



pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat karena adanya kurang setor yang
mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa yang telah di
laporkan ke kas negara. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran untuk selalu
melakukan pengecekan sebelum dan sesudah membayar dan melaporkan SPT

Masa PPh 23.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan
membahas perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk
proposal yang berjudul: “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

pada Bank Sumut Kantor Pusat”.

1.2 Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka
identifikasi masalahnya adalah sebag
ai berikut:
1. Terjadi kurang setor pada SPT Masa PPh 23 tahun 2021-2022 PT. Bank
Sumut Kantor Pusat.
2. Terjadi pembetulan SPT Masa dan mengharuskan pengulangan
pengiriman SPT Masa PT. Bank Sumut Kantor Pusat ke kantor pajak

(DJP)



1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Apakah pencatatan, perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa
penghasilan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah sesuai dengan UU
No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan?
2. Bagaimana PT. Bank Sumut Kantor Pusat melakukan pembetulan SPT

Masa PPh 23?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

a. Untuk menganalisis tatacara pencatatan perhitungan dan pelaporan
pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut
Kantor Pusat dengan peraturan yang berlaku.

b. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada SPT Masa
PPh 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat

c. Untuk mengetahui pembetulan SPT yang dilakukan PT. Bank Sumut

Kantor Pusat.
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1.4.2 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal
mendalami analisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajak
penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut
Kantor Pusat.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan
sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi
perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

c. Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang

meneliti masalah yang sama.



BAB |1

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak
Menurut Mardiasmo dalam (Budiarso et al., 2021) pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara (peralinan kas ke sector pemerintah berdasarkan undang-
undang), dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Ciri-ciri
yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran atau kontribusi rakyat kepada
negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi langsung,
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk
kesejahteraan rakyat,(Sanjaya, 2019). Peranan pajak yang sangat besar tentunya
ditolong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dan
mebiayai pembangunan dalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan
dalam mengartikan pajak.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur, yaitu:

1. luran/pungutan

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

3. Pajak dapat dipaksakan.

11
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4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang berguna bagi

masyarakat.

2.1.1.1 Perpajakan yang Berlaku di Indonesia

Berikut beberapa contoh undang-undang perpajakan yang berlaku di

Indonesia:

1.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) telah diubah menjadi Harmonisasi Peratursn
Perundangan (UU HPP)

Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).
Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU
PPSP), dan

Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (UU PP).

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Sutedi, 2016) Sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa

sistem, yakni:

a.

Self Assesment

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib

pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
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b. Official Assesment

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu
aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah
pajak yang terutang.
c. Withholding System

Withholding System adalah perhitungan, pemotongan, dan
pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak

ketiga oleh pemerintah (semi self assessment).

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pajak
Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi
meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi
konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi,
untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentrasfer sumber
dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara,
pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif
pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak
dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.Menurut Mardiasmo (Nelwan
Tirsa S.W, 2013) menjelaskan pajak yang dipungut pemerintah memiliki

beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgetair, Pajak adalah sember dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber
pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
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melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini
dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan
untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan, dan lain  sebagainya. Unruk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

Fungsi Regulalerend (Mengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Fungsi Stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas
harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan
antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.Fungsi
Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum,
termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.
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2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang
tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan
sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib
pajak.

b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya
terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah
teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan, yait bahwa status kewarganegaraan seseorang
menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Rill atau nyata, merupakan cara pengenaan pajak yang
didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada
dan dapat ditunjuk. sebagai contoh, dalam Pajak Penghasilan,
penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu
tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya
baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

b. Stelsel Fiktif, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan
pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. sebagai
contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang
didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama

dengan pendapatan tahun lalu
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c. Stelsel Campuran, merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada.
Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir

tahun pajak menggunakan stelsel rill. Contohnya Pajak Penghasilan.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat
dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara (Senduk et al.,
2019). Menurut (Saragih, 2012) Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan
terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak
atau bagian tahun pajak.

Menurut pengertian dari Pasal 23 ayat (1) UU PPh, dijelaskan sebagai
berikut: atas peghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk

usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan.

2.1.2.1 Tarif Pajak Penghasilan
Ketentuan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang telah di ubah ke
(UU Nomor 7 Tahun 2021, n.d.) merupakan ketentuan yang mengatur tarif PPh.
Dan dengan ketentuan tersebut diatur bahwa:
1. Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilam Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:
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Tabel 2.1
Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000,00 5%
Di atas Rp.60.000.000,00 sampai 15%
dengan Rp.250.000.000,00
Di atas Rp.250.000.000,00 sampai 25%
dengan Rp.500.000.000,00
Di atas Rp.500.000.000,00 sampai 30%
dengan Rp.5.000.000.000,00
Di atas Rp.5.000.000.000, 35%
Penghasilan berupa Dividen 10% (bersifat final)
Tarif PPh 21 Bagi WP yang tidak 20% lebih tingi dari
memiliki NPWP seharusnya
Tarif PPh 23 Bagi WP yang tidak 100% lebih tinggi dari
memiliki NPWP seharusnya

b. Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Tabel 2.2
Wajib Pajak BUT Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Pada tahun 2022 22%

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan | 3% lebih rendah dari yang

di bursa efek seharusnya

Peredaran bruto sampai dengan Rp. Pengurangan 50% dari yang

seharusnya
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2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan
Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termasuk di (UU Nomor 36

Tahun, n.d.) tentang pajak pengasilan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21

2. PPh Pasal 22

3. PPh Pasal 23

4. PPh Pasal 24

5. PPh Pasal 25

6. PPh Pasal 26

7. PPh Pasal 29

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi objek pajak pada UU No 36 Tahun 2008 UU No. 7 Tahun
2021 Pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan WP yang bersangkutan. termasuk:
a. Imbalan atas gaji dan turunannya
b. Hadiah dari undian
c. Laba usaha
d. Keuntungan penjualan
e. Penerimaan kembali pajak
f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian uang

g. Dividen yang diterima oleh WP Badan
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h. Royality

i. Sewa (selain tanah dan bangunan)
J.  Keuntungan pembebanan utang

k. Keuntungan selisih kurs mata uang
I.  Premi asuransi

m. luran yang diterima

n. Penghasilan yang belum kena pajak
0. Penghasilan dalam usaha syariah

p. Imbalan bunga

g. Selisih lebih penilaian kembali aktiva
r.  Surplus Bl

s. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

4 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak pada UU No 36 Tahun 2008 yang telah di ubah

ke UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 3 adalah :

a.

b.

Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan

Warisan

Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima badan

Natura (pemberian dalam bentuk barang) dan kenikmatan (Pemberian
barang)

Pernerimaan atas klain asuransi

Dividen atau bagian laba perseroan terbatas

Dana pensiun yang disahkan menteri

Penghasillan dari modal yang ditanam dana pensiun
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i. Bagian laba anggota komanditer yang modal tidak terbagi

J.  Penghasilan perusahaan modal ventura

k. Beasiswa

I.  Sisa lebih yang diperoleh dari nirlaba bidang pendidikan, penelitian dan
pengembangan

m. Bantuan atan santunan BPJS

n. Dana setoran Biaya Penyelenggara dan penghasilan dari Ibadah haji

0. Sisa lebih yang diperoleh lembaga sosial dan keagamaan

2.1.2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak.
Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam
bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir

dalam tahun pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (Christine & Deslivia, 2021) Pajak Penghasilan Pasal 23
merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperolen Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong
Pajak Peghasilan 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau
Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat

adanya transaksi diantara dua pihak(Kusumawati et al., 2023).
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2.1.3.1 Subjek PPh Pasal 23

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak
dalam negeri, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan, termasuk Bentuk
Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan

jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.3.2 Objek PPh Pasal 23

a. Dividen. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf g UU
PPh, dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau
pemegang polis asuransi atau pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi yang
diperoleh anggota koperasi.

b. Bunga. termasuk juga premium, diskonto atau imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang. Imbalan bunga deposito/bunga
tabungan dari bank bukan objek PPh 23 melainkan objek PPh Pasal 23
final.

c. Royaliti atau imbalan atas penggunaan hak.

d. Hadiah Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Padal 21.

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
Contohnya sewa kendaraan pengangkut dan sewa mobil, dan lain-lain.

Sewa tanah dan bangunan merupakan objek PPh Pasal 23 final
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2.1.3.3 Cara Menghitung PPh Pasal 23
1. Tarif Pajak dan Perhitungannya

Pasal 23 menggunakan tarif tunggal yakni sebesar 15%. Rumus:

PPh Pasal 23 = 15% x DPP

DPP = Jumlah Bruto

DPP adalah jumlah bruto, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal

23 atas penghasilan dari:

a. Dividen
b. Bunga
c. Royaliti

d. Hadiah dan Penghargan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

PPh Pasal 23 = 2% x DPP

DPP = Perkiraan Penghasilan Neto

DPP adalah perkiraan bruto, yang digunakan untuk menghitung PPh
Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan sewa, jasa teknik, jasa
manajeman, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yag

telah dipotong Pajak Penghasilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 21.
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2.1.3.4 Pelaporan PPh Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang: Perubahan
atas Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tatat Cara Pembayaran, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak yaitu: Batas pembayaran PPh Pasal 23 tertulis dalam Pasal 2
ayat (6) PMK No0.80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal
26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Pasal 9 ayat (2a) KUP apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang
setelah jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi
berupa buga acuan yang diperhitungkan mulai dari tanggal jatuh tempo

pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran pajak.

2.1.4 Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut (Januri, 2017) Akuntansi adalah menghasilan atau menyajikan
informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economi
entuty) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Pajak Penghasilan
dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan
kepatuhan terhadap pemerintah Kkhususnya tentang perundang-undangan
perpajakan,(Purwono, 2010). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan
transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.
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2.1.4.1 Fungsi Akuntansi Pajak
Fungsi akuntansi pajak yaitu mengelolah data kuantitatif yang akan
digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan

perpajakan

2.1.4.2 Tujuan Akuntansi Pajak
Tujuan akuntansi pajak yaitu menetapkan bersarnya pajak terutang
berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (G Sumampouw &

Wangkar, 2022), dan fungsi lain yaitu:

a. Relevan

b. Dapat dimengerti

c. Daya uji/ verifiability

d. Netral

e. Tepat waktu

f.  Daya banding / comparability

g. Lengkap

2.1.5 SPT Masa
Menurut (Hanum, 2018), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak untuk masa pajak atau bulanan.

2.1.5.1 SPT Masa PPh Unifikasi
1. Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi
Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor (PER-24/PJ/, 2021)

Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan
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oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotong
dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan
pemungutan PPh, atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh
dalam satu masa pajak. SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa
jenis PPh, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh
Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi
dan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut adalah dokumen elektronik
yang dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi E-bupot Unifikasi.
2. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Menurut PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa
PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah
20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai
dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. Sanksi tersebut yaitu
denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikenakan
sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh.
3. Pembetulan SPT Masa

Adapun Pasal 8 ayat (2a) UU No 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: “(2a)
Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang

bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling



26

lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2.2 Kerangka Berfikir Konseptual

Pajak penghasilan (pph) pasal 23 adalah pajak penghasilan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan
selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 Pada prinsipnya
pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa
pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya
pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan.
PPh pasal 23 aktivitas perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang
No. 36 Tahun 2008. Menurut (Saragih, 2012) Pajak Penghasilan yaitu pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam
tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pada penelitian terdahulu oleh (Rizgi &
Subandoro, 2022) Perhitungan PPh Pasal 23 dikenai tariff 2% dan dapat
disimpulkan bahwa perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 23 perusahaan yang
diteliti sudah sesuai dengan peraturan undang-undang No. 36 Tahnun 2008.

Akuntansi adalah menghasilan atau menyajikan informasi ekonomi
(economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economi entuty) kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, (Januri, 2017). Dasar akuntansi untuk
melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini
menggunakan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Akuntansi
Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum
akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang

perundang-undangan perpajakan.
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Pada penelitian terdahulu oleh (Dewi Ramdhani Sutrimo, 2015) dengan
hasil penelitian tersebut yaitu mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT.
Hutama Karya belum sesuai degan peraturan perpajakan, dimana berdasarkan
penelitian yang dilakukan perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran
atau pembayaran PPh Pasal 23 dikarenakan proses pengumpulan daftar
pemotongan PPh Pasal 23 diseluruh kantor cabang PT. Hutama Karya. Dan
menurut Undang-undang penyetoran PPh 23 seharusnya dilakukan pada tanggal
10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

Menurut penelitian terdahulu oleh (Kusumawati et al., 2023) hasil dari
penelitian tersebut yaitu Pelaporan SPT Masa PPh 23 belum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dimana perusahaan melakukan pelaporan lewat
dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dimana menurut Undang-undang
Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib
pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang KUP.

PT. Bank Sumut adalah Bank Milik Daerah yang kegiatan utamanya
bergerak dibidang perbankan dan keuangan yang memiliki peranan yang sangat
penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak. PT. Bank
Sumut merupakan BUMD vyang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang
mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan aktivitas

perpajakannya ke kantor pelayanan pajak.
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Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank Sumut salah satunya
adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan terhadap
pihak lain, seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dari
kegiatan sewa kendaraan, jasa service, jasa sewa tanaman, jasa pemeliharaan, jasa
iklan, jasa konsultan, jasa pemeliharaan jaringan, jasa atas pemberiaan diklat atau
seminar, jasa cleaning service, jasa tenaga outsourching, biaya managed service
layanan koneksi wifi kantor pusat, biaya instlasi jaringan komunikasi, biaya
pemasangan, pengendalian hama tikus dan serangga, pemakaian jaringan
komunikasi, biaya perbaikan atau service mesin hitung uang kertas, management
fee pembayaran gaji TKAD, broker fee, maintenance AC, sewa aplikasi, biaya
pengangkutan, dan cetakan baliho Bank Sumut.

Berdasarkan teori diatas, penulis mencoba menggambarkan kerangka
berfikir dengan keterkaitan analisis akuntansi pajak PPh pasal 23 pada gambar

berikut ini:



PT. Bank Sumut Kantor Pusat

!

Perhitungan Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

l

Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 23

Pencatatan Akuntansi Pajak

N

Pelaporan Pajak P

enghasilan Pasal 23

\

UU No 36 Tahun 2008

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian
diolah menjadi data dan informasi biasanya kegiatan penelitian ini meliputi
pengumpulan data, menganalisis data, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang
mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian

berjalan.

Menurut Sugiyono dalam (Christine & Deslivia, 2021) mengemukakan
bahwasanya deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum.

3.2 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang
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pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21. Tarif pada PPh Pasal 23atas jasa penghasilan yang
memiliki NPWP yaitu 2% dan yang tidak memiliki NPWP yaitu 4%.

2. Pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses
transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal
mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan
tujuan seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan
perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta
efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

3. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-

lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
3.3.1 Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan
yang merupakan perusahaan perbankan, yang beralamat di JI. Imam Bonjol No.18
Medan.
3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Januari 2023 sampai

Mei 2023. Adapun rincian waktu kegiatan penelitiannya yang terlihat dibawah ini:
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Tabel 3.1

Rencana Jadwal Kegiatan

Jenis Januari Februari Maret April Mei Juli
Kegiatan |12 (3|4 |1(2|3|4|1(2|3[4|1(2|3[4|1(2|3[4|1(2|3|4

Pengajuan
Proposal

Penyusunan

Proposal

Bimbingan

Proposal

Seminar

Proposal

Pengolahan
Proposal

Bimbingan
Skripsi

Sidang

Meja Hijau
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3.4 Sumber dan Jenis Data
3.4.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang
dikumpulkan bersumber langsung dari bagian keuangan pada PT. Bank
Sumut Kantor Pusat dengan cara wawancara dan data-data yang berhubungan
dengan pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa
penghasilan pajak, dan data mengenai SPT Masa pasal 23.
3.4.2 Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data Kuantitatif yang
merupakan data berbentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung

dan data tersebut berupa perhitungan PPh Pasal 23.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis
menggunakan metode pengumpulkan data dengan cara:
a. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan
subjek yang berkaitan dengan analisis pemotongan tarif PPh Pasal 23 PT.
Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Pertanyaan tersebut mengenai:
1. Bagaimanakah pencatatan pada pemotongan PPh Pasal 23 yang
dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat?
2. Berapakah tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa dan
sewa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat?
3. Tanggal berapakah PT. Bank Sumut Kantor Pusat menyetor PPh pasal

23 yang telah dipotong ke negara?
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4. Mengapa terjadi pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Bank
Sumut Kantor Pusat?
5. Apakah rekanan/vendor ada yang tidak memiliki NPWP? jika ada
berapakah tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT.
Bank Sumut Kantor Pusat?
b. Study dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait
dengan masalah atau data penelitian seperti tatacara pencatatan akuntansi

dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan.

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data
kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi
data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil
kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang
dilakukan adalah:
a. Melakukan Klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki
NPWP.
b. Menganalisis tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan dan
pemungutan PPh Pasal 23.
c. Melihat data jumlah pemotongan pajak PPh Pasal 23.
d. Penilaian perbandingan tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan
pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak yang dilakukan
perusahaan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

e. Melihat SPT Masa PPh 23 pada PT. Bank Sumut .



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Data

PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan cara
pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas
kegiatan sewa kendaraan, jasa service, jasa sewa tanaman, jasa pemeliharaan, jasa
iklan, jasa konsultan, jasa pemeliharaan jaringan, jasa atas pemberiaan diklat atau
seminar, jasa cleaning service, jasa tenaga outsourching, biaya managed service
layanan koneksi wifi kantor pusat, biaya instlasi jaringan komunikasi, biaya
pemasangan, pengendalian hama tikus dan serangga, pemakaian jaringan
komunikasi, biaya perbaikan atau service mesin hitung uang kertas, management
fee pembayaran gaji TKAD, broker fee, maintenance AC, sewa aplikasi, biaya
pengangkutan, dan cetakan baliho Bank Sumut.

Pengenaan dan tariff PPh Pasal 23 yang diterapkan PT. Bank Sumut Kantor
Pusat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana
wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang memiliki NPWP
dikenakan tariff pemotongan 2% dan yang tidak memiliki NPWP besar tariff
pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tariff yang
diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan
mengenai tariff pemotongan PPh Pasal 23 pada Bank Sumut Kantor Pusat telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penghasilan
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yang memiliki NPWP dikenakan tariff pemotongan 2% dan yang tidak memiliki

NPWP besar tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).

SPT Masa PPh 23 Tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat

Tabel 4.1

Jumlah Penghasilan Jumlah PPh yang Pembetulan
No Masa Pajak Bruto dipotong Kurang Setor SPT Masa
1.115.710.000
1 | Februari 2021 (SPT Masa PPh 23/26) 27.969.200
4.723.313.519 72.752.069
(SPT Masa PPh 23/26) 100.721.269 Pembetulan 1
4.799.904.419
(SPT Masa PPh 23/26) 102.253.087 1.531.818 Pembetulan 2
18.258.877.550
2 | Desember 2021 (SPT Masa PPh 23/26) 365.177.551
18.258.877.550
(SPT Masa PPh 23/26) 365.177.551 - Pembetulan 1
3 | Januari 2022 SPT Masa Unifikasi 128.683.635
SPT Masa Unifikasi 128.683.635 - Pembetulan 1
4 | Juni 2022 SPT Masa Unifikasi 253.340.123
SPT Masa Unifikasi 253.340.123 - Pembetulan 1
SPT Masa Unifikasi 253.340.123 - Pembetulan 2
5 | Agustus 2022 SPT Masa Unifikasi 313.398.372
SPT Masa Unifikasi 313.418.028 19.656 Pembetulan 1

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan

PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat telah melakukan pekerjaannya

dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam

penelitian ini yaitu terjadinya pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 pada

tahun 2021-2022 PT. Bank Sumut Kantor Pusat dikarenakan adanya kurang setor

yang mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa yang telah di

laporkan ke kas negara dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT Masa

PPh 23 ke DJP.
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Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari
setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak
disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi
yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. Sanksi tersebut yaitu
denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikenakan sebagai satu
kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. Hal ini mengakibatkan
perusahaan dikenakan sanksi administrasi atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal
23 yang dilakukan akibat kurang setor dan keterlambatan pelaporan PPh 23 ke
negara.

Dalam hal wajib pajak membetulkan surat pemberitahuan masa yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar tariff bunga perbulan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan atas jumlah pajak kurang setor, dihitung sejak jatuh tempo
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung
1 bulan.

4.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
1. Membuat Bukti Potong PPh Unifikasi

a. Buka Klikpajak kemudian klik menu E-Bupot. Lalu pilih “PPh Pasal 4
ayat (2), 15, 22 & 23

b. Dan akan diarahkan ke list Bukti Potong PPh Unifikasi. Lalu, Kklik
“Buat Bukti Potong” untuk membuka form Bukti Potong PPh
Unifikasi.

c. Isi form Bukti Potong PPh Unifikasi sesuai dengan kebutuhan.

d. Input dokumen dasar pemotongan.
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Nama dokumen bisa berupa faktur pajak, invoice, pengumuman, surat
perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS atay surat
pernyataan.

Nomor dokumen.

Tanggal dokumen.

Tentukan fasilitas dalam pembuatan bukti potong.

Bukti potong tanpa fasilitas

Bukti potong dengan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB).
Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki
NPWP.

Bukti potong dengan fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas
ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP.

Bukti potong dengan fasilitas Surat Keterangan berdasarkan PP
Nomor 23 Tahun 2018. Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang
dipotong memiliki NPWP.

Tentukan kode objek pajak beserta jumlah penghasilan brutonya
Kemudian, pilih salah satu pernyataan WP dan klik “Buat Bukti
Potong”.

Apabila data yang anda masukkan calid, anda akan diarahkan kembali
ke Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi dengan status Sedang
Diproses.

Tunggu beberapa saat dan refresh Halaman List Bukti Potong PPh

Unifikasi. Apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Unifikasi tersebut
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akan berubah menjadi Normal dan Nomor BP akan diberikan oleh

DJP.

2. Cara mengirim E-Bupot Unifikasi

a.

b.

Klik menu E-Bupot dan pilih Pasal 4 ayat 2, 15, 22 & 23.

Klik salah satu nomor bukti potong yang ingin di Kirim via email.

Dan akan masuk ke halaman detail Bukti Potong, lalu klik dropdown
Tindakan, kemudian pilih “Klik Email”.

Akan muncul pop up Kirim Bukti Potong yang berisikan detail Email
yang akan dikirim.

Di sini, anda dapat mengisi atau mengatur Email tujuan, Judul email

dan pesan.

3. Membuat Pembetulan Bukti Potong PPh Unifikasi

a.

Pilih dalah satu Bukti Potong PPh Unifikasi dengan status Sudah Lapor
yang ingin dibuat pembetulan dan klik Nomor BP-Nya.

Pada halaman Detail Bukti Potong PPh Unifikasi klik tombol
“Tindakan” dan pilih “Betulkan” untuk membuat pembetulan

Dan akan diarahkan ke form Bukti Potong Pembetulan yang sudah
terpopulasi dengan data yang sebelumnya anda inputkan.

Klik “Buat Pembetulan” untuk menyimpan data yang telah anda
betulkan.

Dan akan diarahkan ke Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi
dengan 2 data bukti potong dengan nomot yang sama yang mana
pembetulan n berubah statusnya menjadi Sedang Dibetulkan dan

pembetulan n+1 dengan status Sedang Diproses.
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f. Tunggu Beberapa saat, apabila berhasil, status Bukti Potong PPh
Unifikasi pembetulan n+1 akan berubah menjadi Normal Pembetulan

dan pembetulan akan berubah menjadi Dibetulkan.

PT Bank Sumut melakukan pembetulan pada Bukti Potong dikarenakan
adanya kesalahan dalam penginputan data dari rekanan atau vendor. Dan batas
pengiriman Bukti potong PPh Pasal 23 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir.

4.1.3 Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

1. Pastikan SPT sudah berstatus Siap Lapor, yang dapat diketahui melalui
table SPT.

2. Dapat dilihat juga melalui halaman Tagihan & Setoran, yang
ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan.

3. SPT dengan ststus Siap Lapor memillki aksi Lapor SPT yang hanya
tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas. Dengan klik “Lapor SPT”,
maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP. Apabila proses lapor SPT
berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil Dilaporkan
dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BEP) yang di

dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20
hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak
disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi
yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP. PT Bank Sumut

Kantor Pusat telah melakukan keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh
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Pasal 23 dan dapat dikenakan sanksi administrasi dikarenakan keterlambatan

tersebut, Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1.

4.1.4 Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Undang-Undang mengatur tentang perhitungan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang bentuk
Usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan

usaha selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23.

Contoh :

PT Bank Sumut Kantor Pusat menggunakan Sewa Kendaraan pada PT.
Abang Adek. Untuk menghitung PPh Pasal 23 pada rekanaan yang
memberikan jasa pada PT. Bank Sumut, yaitu PT. Bank Sumut membayar

sewa kendaraan kepada PT. Abang Adek sebesar Rp. 9.586.363.

DPP = Rp. 9.586.363
PPN (11%) =Rp.9.586.363/1.11
= Rp. 8.636.363
PPh 23 = Rp. 8.636.363 x 2%
= Rp. 172.727
Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong PT Bank Sumut Kantor Pusat sebesar
Rp. 172.727
Jurnal Untuk Pemotongan PPh 23
Beban Jasa (D) Rp. 9.586.363
Utang PPh Pasal 23 (K) Rp. 172.727

Kas (K) Rp. 9.413.636
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4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Pencatatan, Perhitungan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada

PT Bank Sumut Kantor Pusat sebagai berikut:

a.

Divisi Umum membuat surat perjanjian dan kesepakatan antara PT Bank
Sumut dan rekanan atas jasa yang dibutuhkan.

Divisi Umum meminta faktur pajak pada rekanan sebagai dasar
pengenaan pajak PPh Pasal 23.

Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak membuat perincian
perhitungan PPh Pasal 23 berdasarkan faktur pajak yang diberikan
rekanan.

Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak melakukan
pencatatan mengenai data vendor dan membuat daftar bukti pemotongan
PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat akhir bulan saat terutang
pajak.

Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak mengisi formulir
SPT Masa PPh 23 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak menyetorkan PPh
Pasal 23 paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir.

Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak melaporkan SPT
Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
Divisi Keuangan dan Perencanaan pada bidang pajak memberikan tanda

bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada rekanan yang dibebani.
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4.2.2 Cara Menghitung PPh Pasal 23

Pasal 23 menggunakan tariff 2% bagi rekanan yang memiliki NPWP dan
rekanan yang tidak memiliki NPWP dikenai tariff lebih tinggi 100% daripada
tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP atau

4%.

PPh Pasal 23 = 2% x DPP

PPh Pasal 23 = 4% x DPP

DPP = Perkiraan Penghasilan Neto

DPP adalah perkiraan bruto, yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal
23 atas imbalan sehubungan dengan sewa, jasa teknik, jasa manajeman, jasa
kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yag telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 21.

4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang: Perubahan
atas Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tatat Cara Pembayaran, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak yaitu: Batas pembayaran PPh Pasal 23 tertulis dalam Pasal 2
ayat (6) PMK No0.80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal
26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
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4.2.4 Penyampaian SPT Masa PPh

Menurut PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh
Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT
Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan
dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

KUP yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4.2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut (Januri, 2017) Akuntansi adalah menghasilan atau menyajikan
informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economi
entuty) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Pajak Penghasilan
dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan
kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang perundang-undangan
perpajakan,(Purwono, 2010). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan
transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dari hasil pembahasan diatas mendukung penelitian sebelumnya oleh
(Dewi Ramdhani Sutrimo, 2015) dengan hasil penelitian tersebut yaitu
mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya belum sesuai
degan peraturan perpajakan, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan
perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran atau pembayaran PPh
Pasal 23 dikarenakan proses pengumpulan daftar pemotongan PPh Pasal 23
diseluruh kantor cabang PT. Hutama Karya. Dan menurut Undang-undang
penyetoran PPh 23 seharusnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah

masa pajak.



45

4.2.6 PT. Bank Sumut Kantor Pusat melakukan pembetulan SPT Masa
PPh 23 dikarenakan sebagai berikut:

Pemotongan dilakukan ketika dibayarkan jasa kepada pihak ketiga
sedangkan pencatatan akuntansinya paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan
berikutnya. Divisi Umum membayar jasa pada pihak ketiga dan masuk ke
rekening penampungan hutang pajak kantor pusat. Waktu penyetoran, Divisi
Keuangan dan Perencanaan yang menarik barulah disetorkan ke kas negara.
Sarana atau dokumen yang digunakan dalam penyetoran PPh Pasal 23 adalah
Elektonik Bukti Potong (e-Bupot). Sejak tahun 2021 PT Bank Sumut Kantor Pusat
sudah menggunakan e-Bupot.

Berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat,
maka pelaksanaan perhitungan, dan penyetoran PPh Pasal 23 sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hanya saja
pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada tahun 2021-2022 terjadi pembetulan
yang diakibatkan karena kurang setor akibat adanya penambahan jumlah bruto
yang mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa PPh 23 yang
telah di laporkan ke kas negara dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT

Masa PPh 23 lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi PT Bank Sumut adalah staf pegawai
yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam
menginput nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang nama dan NPWP rekanan
yang dibebani pajak terutang PPh Pasal 23. Apabila terjadi kesalahan dalam

berhitungan dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, serta penambahan
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jumlah bruto, maka segera dilakukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23

sebelum tanggal yang telah ditentukan.

4.2.7 Pembetulan SPT Masa

Adapun Pasal 8 ayat (2a) UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: ‘(2a) Dalam hal wajib pajak
membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi bunga sebesar tariff
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang
kurang bayar/setor, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran, dan dikenakan paling
lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Batas waktu
penyampaian SPT Masa PPh maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak
berakhir. Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka
wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang KUP yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dari hasil pembahasan diatas mendukung penelitian sebelumnya oleh
(Kusumawati et al., 2023) hasil dari penelitian tersebut yaitu Pelaporan SPT
Masa PPh 23 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana
perusahaan melakukan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak
berakhir. Dimana menurut Undang-undang Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak
disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi

yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat
kesimpulan mengenai perencanaan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat yaitu
sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan, perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT
Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berlangsung tiap bulannya telah
sesuai dengan peraturan perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Hanya saja
masih ada kendala yang dihadapi yaitu dimana perusahaan terkadang
mengalami kesalahan dalam penginputan data pada rekanan dan menurut
Undang-undang penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan pada
tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.

2. Pembetulan SPT PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat belum
sesuai dikarenakan adanya kurang setor akibat adanya penambahan
jumlah bruto yang mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT
Masa yang telah di laporkan ke kas negara dan mengakibatkan
perusahaan melakukan keterlambatan pelaporan lewat dari tanggal 20

setelah masa pajak berakhir.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat
diberikan adalah:
1. Staf pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan
cermat dalam menuliskan nama rekanan dengan mengkonfirmasi ulang
nama dan NPWP rekanan yang dibebani pajak terutang PPh Pasal 23.
2. Apabila terjadi kesalahan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong,
maka segera dilakukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan
pengiriman yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-undang yaitu 20

hari setelah masa pajak berakhir.
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